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Abstrak
Tulisan ini membahas bentuk kekerasan negara terhadap kelompok minoritas Muslim di Asia Tenggara, dengan fokus pada diskriminasi terhadap Muslim Pattani di Thailand (1932–1948) dan Muslim Rohingya di Myanmar (1966–1982). Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dengan metode studi pustaka, mengkaji sejumlah literatur akademik dan dokumen sejarah yang menjelaskan dinamika kekuasaan dan kebijakan negara terhadap kedua komunitas ini. Temuan menunjukkan bahwa negara secara sistematis menggunakan kebijakan integrasi nasional untuk menekan identitas keislaman dan kemelayuan Muslim Pattani, termasuk penghapusan hukum Islam, pembatasan pendidikan berbasis agama, serta paksaan budaya Thai-Budha. Sementara itu, di Myanmar, pemerintah secara aktif menolak pengakuan terhadap etnis Rohingya sebagai warga negara melalui Undang-Undang Kewarganegaraan 1982. Rohingya diposisikan sebagai imigran ilegal dan menjadi korban diskriminasi sistematis, kekerasan fisik, pengusiran massal, dan pelanggaran hak asasi manusia. Kedua studi kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan negara terhadap umat Islam di kawasan ini didorong oleh nasionalisme mayoritas yang eksklusif dan homogenisasi budaya atas nama stabilitas nasional. Diskriminasi berbasis agama dan etnis ini mengakibatkan keterpinggiran struktural terhadap kelompok Muslim, serta menciptakan krisis kemanusiaan yang berkelanjutan hingga kini. Penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan multikultural dan pengakuan hak minoritas dalam kebijakan negara-negara di Asia Tenggara.
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Abstract
This article explores state violence against Muslim minorities in Southeast Asia, focusing on the cases of Pattani Muslims in Thailand (1932–1948) and Rohingya Muslims in Myanmar (1966–1982). Using a historical approach and literature study method, the research analyzes scholarly sources and historical documents to uncover how state policies systematically marginalized these groups. In Thailand, the government implemented forced cultural integration policies that suppressed the Islamic-Malay identity of Pattani Muslims. These included abolishing Islamic legal institutions, restricting religious education, enforcing the use of the Thai language, and promoting a national Buddhist identity. In Myanmar, the Rohingya were denied citizenship through the 1982 Citizenship Law, which classified them as illegal immigrants despite centuries of residence in Rakhine (formerly Arakan). This legal exclusion led to widespread human rights violations, including mass displacement, violence, and social ostracism. Both cases demonstrate how ethno-religious nationalism has been used by the state to justify discrimination and violence under the guise of national unity and stability. As a result, Muslim minorities in both countries have been structurally marginalized and denied basic human rights. This study emphasizes the urgent need for inclusive policies that recognize cultural and religious pluralism and protect minority rights in the region.
Keywords: Discrimination, Muslim minorities, nationalism, Pattani, Rohingya


A. Pendahuluan
Thailand dan Myanmar merupakan negara-negara yang berada di Asia Tenggara yang didominasi oleh mayoritas beragama Budha. Budha dianut oleh masyarakat Thailand sebesar 95%, 4% Islam, 0,6% Kristen dan 0,4% agama-agama yang lain.[footnoteRef:1] Sedangkan di Myanmar, penganut Budha 87,9%, Islam 4,3%, Kristen 6,2%, dan 4,3% agama-agama yang lainnya.[footnoteRef:2] Dengan mayoritas yang beragama Budha ini menjadi sebuah sentimen dalam negara tersebut apabila berkaitan dengan Islam. Di Myanmar, Islam dianggap sebagai ancaman, dan juga teroris, sehingga membuat orang Budha khawatir akan keamanan negaranya. Lain halnya dengan Thailand yang ingin agar Islam hilang dan digantikan dengan agama Budha, karena pondasi nasionalisme mereka ialah berkenaan dengan ajaran Budha.  [1:  Sanurdi, “Islam di Thailand”, dalam Tasamuh: Jurnal Studi Islam, Volume 10, Nomor 2, September 2018, pp. 379-390, hlm 381]  [2:  Nasruddin, “Islam di Myanmar”, dalam Jurnal Al Hikmah Vol. XIX No. 2/2017, hlm. 62] 

Sentimen ini muncul karena sejak awal, baik itu Muslim Pattani dan Rohingya dianggap bukanlah orang etnis asli dari Thailand dan Myanmar. Penyebaran etnis ini terjadi karena pada masa proses islamisasi, Pattani dan Arakan menjadi kota perdagangan sehingga banyak di datangi oleh orang dari Cina, India, dan Arab. Ditambah lagi kedatangan imigran dari India pada masa kolonial Inggris di Myanmar (Rohingya).[footnoteRef:3]  [3:  Sudharmono, Sejarah Asia Tenggara Modern; Dari Penjajahan ke Kemerdekaan, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012, hlm. 110] 

Muslim Pattani ialah orang Melayu dan lekat dengan identitas Melayu serta keislamannya. Dari berbagai segi kehidupan, mereka jauh berbeda dengan warga Thailand yang lainnya. Baik itu dari segi bahasa, tulisan, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan agama. Pattani jelas berbeda dari semua wilayah yang ada di Thailand. Sementara pada Rohingya, awalnya merupakan imigran yang datang dari India dan Bangladesh, karena wilayahnya yang berdekatan dengan Arakan. Dari segi fisik, etnis Rohingya berbeda dengan orang Myanmar kebanyakan. Orang Bengal diidentikkan dengan kulit yang gelap, sehingga ada sentimen pada orang Myanmar bahwa mereka lebih baik ketimbang Rohingya, dan merendahkan etnis Rohingya. Sentimen ini semakin dibuat marak oleh adanya gerakan bhiksu Budha yang ekstremis (pada Gerakan 696) yang semakin gencar melestarikan ajaran Budha di masyarakat, bahwa Islam adalah ancaman yang akan menguasai tanah Myanmar dan akan menghilangkan ras asli Myanmar. 
Muslim Pattani dan Muslim Rohingya memang mendapati kesulitan saat hidup di negara dengan mayoritas berbeda prinsip. Hal ini membuat mereka menjadi minoritas dalam negaranya dan tidak mendapatkan hak dan kewajiban yang selayaknya. Jika ditelusuri secara historis, etnis Muslim ini telah lama, bahkan sudah mendiami Pattani dan Arakan selama berabad-abad lamanya. Tetapi rupanya, dalam jangka waktu yang lama tersebut tidak membuat mereka mendapatkan pengakuan dari negara masing-masing. Baik Thailand ataupun Myanmar, sama-sama membuat kebijakan yang merugikan etnis Muslim ini. Mereka didiskriminasi dari negara hanya karena mereka minoritas dan beragama Islam. Diskriminasi ini berdasarkan perbedaan etnis dan budaya agama. Pemerintah Thailand cenderung bersifat menyepelekan Muslim di Pattani karena usaha integrasi administrasi yang direncakan untuk memasukkan daerah-daerah Muslim di Thailand ke bagian sistem politik nasional (Pemerintahan Thai).[footnoteRef:4]  [4:  Sanurdi, op.cit., hlm. 386	] 

Berbagai tindakan dibenarkan oleh Thailand dan Myanmar untuk masalah Muslim Pattani dan Muslim Rohingya. Tindakan mereka sudah jelas melanggar hak asasi manusia, karena dikekang kebebasan Muslim dalam aspek kehidupan, seperti beribadah, mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Etnis Rohingya misalnya akibat kebijakan yang keras dan menciptakan antar konflik di sana, banyak orang Rohingya yang melarikan diri dan mencari simpati di negara tetangga. Perjuangan dan penindasan terhadap Rohingya dianggap sebagai krisis kemanusiaan dan muncul dalam dunia internasional.[footnoteRef:5] Berdasarkan paparan diatas, artikel ini akan membahas mengenai; penelusuran historis mengenai awal masuknya Islam dan kemunculan kaum minoritas Muslim (Pattani dan Rohingya) dan kekerasan yang dialami oleh Muslim Pattani dan Rohingya akibat dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendiskriminasi, menyudutkan, dan tidak memberi ruang untuk Pattani dan Rohingya untuk mendapatkan hak otonomi mereka dalam beragama dan aspek kehidupan.  [5:  Mahanam Bhattacharjee Mithun, “Ethnic Conflict and Violence in Myanmar: The Exodus of Stateless Rohingya People”, dalam International Journal on Minority and Group Rights (2018) 1-17, hlm. 4] 

B. Deskripsi Data
Ada beberapa sumber data yang digunakan oleh penulis, diantaranya yaitu, jurnal yang ditulis oleh Arki Auliahadi[footnoteRef:6], “Dinamika Perjuangan Muslim Patani (Tinjauan Historis)” yang membahas tentang sejarah perjuangan Muslim Pattani dalam mendapatkan haknya di pemerintah agar tetap terus bisa mempertahankan identitas Melayu-Islam yang telah melekat sejak awal kaum ini ada di wilayah Thailand selatan. Diuraikan mengenai Pattani dari segi geografis dan juga pentingnya kedudukan Pattani dalam masa islamisasi pada waktu itu. Pattani menjadi salah satu tempat yang penting selama masa perdagangan dengan Arab, Cina, dan India, bahkan menguasai laut Cina Selatan. Latar belakang historis dijelaskan dari wilayah Pattani Raya yang berbentuk kerajaan kemudian ditaklukkan dan dimasukkan ke dalam kerajaan Thai pada awal abad ke-20 yang menimbulkan protes, karena Thai yang jelas bukan menganut agama Islam. Walaupun begitu, pemerintah Thai berusaha untuk melakukan beberapa kebijakan dalam mengintegrasikan Pattani ke dalam wilayahnya, meskipun kebijakan-kebijakan tersebut tidak memberikan otonomi kepada Pattani untuk terus mempertahankan identitas Islam-Melayu yang mereka miliki, bahkan merugikan Muslim Pattani karena pemerintah Thai menggabungkan budaya dan ajaran Budha ke dalam keseharian Muslim Pattani.  [6:  Arki Auliahadi, “Dinamika Perjuangan Muslim Patani (Tinjauan Historis)”, dalam FUADUNA: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2017.] 

Selanjurnya jurnal yang ditulis oleh Ali Sodiqin[footnoteRef:7], “Budaya Muslim Pattani (Integrasi, Konflik, dan Dinamikanya)” yang membahas tentang Muslim Pattani dari sudut pandang historis, politik, hukum, sosial budaya, dan ekonomi. Muslim Pattani ditelusuri dahulu dalam perspektif historis, dari sejarah Islam yang masuk di kawasan Thailand, dan Pattani yang menjadi kota penting karena menjadi kota perdagangan, lalu tumbuh menjadi kesultanan dengan kekuatan ekonomi dan politik yang bagus. Pada pertengahan abad ke-17, kerajaan Pattani mengalami kemunduran dan sampai akhirnya kerajaan ini ditaklukkan oleh kerajaan Siam. Selanjutnya, ketika kerajaan Siam telah berubah menjadi pemerintahan Thailand, negara baru ini kemudian mulai mencanangkan kebijakan untuk mengintegrasikan minoritas-minoritas yang ada di wilayah Thailand, termasuk Pattani. Kebijakan yang paling terlihat ialah sejak diberlakukannya aturan pendidikan dasar, dimana harus menggunakan bahasa Thai (Muslim Melayu menggunakan bahasa Melayu dan tulisan Arab Melayu dalam keseharian), tidak memberikan kesempatan untuk Muslim Thai belajar ajaran Islam, dan teregistrasiny pondok apabila tidak mengikuti kurikum pemerintah. Ini semua merupakan bentuk kebijakan yang menyudutkan Muslim Pattani.  [7:  Ali Sodiqin, “Budaya Muslim Pattani (Integrasi, Konflik, dan Dinamikanya)”, dalam Ibda’ Jurnal Kebudayaan Islam Vol. 14, No. 1, Januari-Juni 2016. ] 

Jurnal oleh Nasruddin yang berjudul “Islam di Myanmar” membahas tentang negara Myanmar dari profil negara hingga membagi-bagi subbab kecil sesuai dengan tema bahasan yang berkenaan dengan konflik negara Myanmar (kebijakan-kebijakan diskriminasi) dan bangsa Rohingya. Negara Myanmar (atau Burma setelah pergantian nama pada 1989) merupakan negara yang memiliki berbagai ras, dan sebanyak 135 kelompok etnis. Etnis yang ada di Myanmar antara lain Bamas, Kachin, Shan, Chin, Kayin, Rokhine, Mon, Muslim India, Muslim Burma, Muslim Cina dan kelompok minoritas lainnya. Myanmar merupakan mayoritas penganut agama Budha. Agama Islam sendiri masuk pertama kali ke Myanmar pada abad 1 H atau abad ke-7 M yang dibawa oleh para saudagar Arab yang mendarat di delta Sungai Ayeyarwady, Semenanjung Tanintharyi, Rakhin. Para pedagang Arab ini, serta dilanjutkan oleh kedatangan pedagang India dan Melayu yang telah menyebarkan Islam. Etnis di Myanmar yang dikenal sebagai penganut Islam yaitu etnis Arakan dan etnis Shan. Kebanyakan asal muslim di Myanmar berasal dari keturunan Persia, Arab, Moor, Turki, Melayu, dan Pakistan. Tidak hanya dari orang luar, penduduk asli Myanmar juga ada menganut Islam, yang disebut sebagai Pathi, dan keberadaan orang Cina juga banyak ditemukan di Myanmar, termasuk yang beragama Islam yang disebut Pathey. Dari tempat-tempat seperti Arakan, Islam menyebar ke daerah-daerah lain di Myanmar, seperti Tenasserim, Pathein, dan Pegu.[footnoteRef:8] [8:  Nasruddin, “Islam di Myanmar”, dalam Jurnal Al Hikmah Vol. XIX No. 2/2017, hlm. 66] 

Sebuah manuskrip yang ditulis oleh Khin Maung Saw[footnoteRef:9], berjudul “Islamization of Burma Through Chittagonian Bengalis as Rohingya Refugees”, yang membahas mengenai dari awal tempat Islam ada di Myanmar, yaitu Arakan sebagai sebuah wilayah yang merupakan kerajaan Islam hingga masuknya invasi kerajaan Siam dan berhasil ditaklukkan. Kedatangan Islam di Myanmar tentu tidak bisa dilepaskan dari kedatangan imigran terutama dari India dan Bangladesh. Imigran ini hidup di Arakan selama berabad-abad sejak abad ke-8. Paper ini memaparkan tentang gelombang imigrasi Bengali ke Arakan, termasuk upaya dan keinginan mereka mengislamkan Arakan yang dibahas dalam tiga bab; yakni selama era kolonial Inggris dari 1826-1947, selama era independen pos 1948-1970, dan terakhir setelah perang pembebasan Bangladesh dari 1970 hingga saat ini. Manuskrip telah memberikan informasi perjalanan sejak awal tanah Arakan atau negara bagian Rakhine yang dikenal sebagai tempat yang telah didiami oleh etnis Rohingya selama berabad-abad. Pada akhir paper ini juga menjelaskan mengenai fenomena kontemporer etnis Rohingya, dari adanya kesatuan-kesatuan militer dari Rohingya, dan maraknya terjadi separasi sebagai rasa tidakadilan yang ditujukan kepara pemerintah negara Myanmar.  [9:  Khin Maung Saw, Islamization of Burma through Chittagonian Bengalis as “Rohingya Refugees”, Myanmar: Network Myanmar, 2011.] 

Jurnal yang ditulis oleh Haradhan Kumar Mohajan[footnoteRef:10], “History of Rakhine State and The Origin of The Rohingya Muslims”, yang membahas mengenai Rohingya dari sudut pandang kewarganegaraan dan mengenai sejarah Arakan atau negara bagian Rakhine yang menjadi tempat awal keberadaan Rohingya secara historis. Perlu mengenal tempat ini karena Arakan terhubung ke luar Myanmar, terutama India dan Bangladesh, juga menjadi kota pelabuhan yang terkenal dan ramai disinggahi, menjadi pusat perdagangan untuk India, Arab, dan Cina. Hal ini karena Arakan cukup mudah ditempuh dari jalur laut. Kemudian dilanjutkan pembahasan mengenai etnis Rohingya hingga penindasan-penindasan dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Myanmar, dan realita banyaknya orang Rohingya yang melarikan diri dari negara tersebut selama bertahun-tahun.  [10:  Haradhan Kumar Mohajan, “History of Rakhine State and The Origin of The Rohingya Muslims”, dalam IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 2, No. 1, July 2018, pp. 19-46.] 



C. Hasil dan Pembahasan
Masuknya Islam dan Munculnya Minoritas Muslim (Pattani dan Rohingya) 
a. Islam di Thailand; Jejak Muslim Pattani
Thailand merupakan negara yang populasi etnis mayoritas Thai dan beragama Budha. Dalam pembahasan mengenai Muslim di Thailand, akan diarahkan ke wilayah Thailand di bagian selatan. Thailand selatan dibagi menjadi 4 provinsi yaitu Yala, Narathiwat, Pattani dan Songkhla. Tiga dari empat provinsi tersebut merupakan suku Yala, Narathiwat dan Pattani yang didominasi oleh etnis Melayu Muslim. Muslim Pattani merupakan kaum Muslim yang berasal dari etnis pribumi yang tinggal dan mendiami di Pattani, sebuah provinsi di Thailand, dekat dengan perbatasan ke arah Malaysia di sisi selatan Thailand. Muslim Pattani sering disebut sebagai Muslim minoritas di Thailand, terutama untuk tiga wilayah di selatan Thailand, yakni Yala, Narathiwat dan Pattani. Pattani mengenal dan mendapatkan agama Islam sejak abad ke-12. Awalnya Islam menjadi agama yang dianut oleh Kerajaan Pattani Raya yang akhirnya diambil alih oleh Kerajaan Siam.[footnoteRef:11]  [11: 	 Arismunandar, Afriantoni, dan Asmuni, “Melayu Pattani Thailand: Muslim Minority Religion Expression in The Middle of Non Muslim Majority”, dalam Journal of Malay Islamic Studies Vol. 3, No. 1 June 2019, hlm. 64] 

Kedatangan Islam di Thailand bisa dilihat dari berbagai arah, yakni melalui Burma (Myanmar) di sisi barat, Kamboja di sisi timur, Cina di sisi utara, India di sisi barat laut, Nusantara (Indonesia) di sisi selatan, Persia dan Yaman dari arah barat daya. Pattani yang diawali dalam bentuk kerajaan/kesultanan memiliki wilayah kekuasaan yang melingkupi, Pattani, Yala, Narathiwat, Songkhla, Kelantan, Trengganu, hingga sampai ke Petaling di kawasan Malaya.[footnoteRef:12] Hubungan Pattani dan Islam pada awalnya terbangun dengan baik dari hubungan perdagangan dengan Arab, India, dan Cina. Ini lah sebabnya wilayah Pattani berpengaruh penting selama periode islamisasi, karena menjadi kota pelabuhan, tempat persinggahan, dan kemajuan dalam perdagangan di wilayah perairan laut Cina Selatan pada waktu itu.[footnoteRef:13]  [12:  Ali Sodiqin, “Budaya Muslim Pattani (Integrasi, Konflik, dan Dinamikanya)”, dalam Ibda’ Jurnal Kebudayaan Islam Vol. 14, No. 1, Januari-Juni 2016, hlm. 34]  [13:  Arki Auliahadi, “Dinamika Perjuangan Muslim Patani (Tinjauan Historis)”, dalam FUADUNA: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 2] 

Dari sisi budaya dan masyarakat, Muslim Pattani berbeda keseluruhan dari semua wilayah di Thailand. Untuk pemakaian bahasa, Muslim Pattani dalam kesehariannya menggunakan bahasa Melayu, juga untuk tulisannya yaitu huruf Arab Melayu. Rata-rata anak-anak Muslim Pattani mendapatkan pendidikan di pondok pesantren yang ada di tempat itu dengan kurikulum dan pengajaran yang tidak lepas dari ajaran Islam dan penggunaan identitas Melayu. Identitas Melayu ini lah terus berkembang dan menjadi karakter etnis untuk Muslim di Pattani. Tercatat hingga saat ini populasi Muslim di seluruh Thailand ialah 7 juta, dan 44% diantaranya ialah Muslim Melayu yang berada di Pattani.[footnoteRef:14]  [14:  Ali Sodiqin, op.cit., hlm. 37] 


b. Islam di Myanmar
1. Jejak Islam dari Arakan
Arakan merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab atau Persia dengan arti yang sama. Salah satu penjelajah Eropa yaitu Francis Buchanan (1762-1829) dalam catatannya menyebut Arakan dengan Reng, Rossawn, Russawn, dan Rung. Lalu kaum Muslim yang lama menetap di Arakan menyebut diri mereka sebagai Rohinga (sekarang menyebut diri mereka Rohingya) atau penduduk asli Arakan. Sementara itu, orang Burma menyebut mereka Rakhine.[footnoteRef:15] Muslim pertama kali di Arakan pada abad ke-8, dan diantara mereka ialah keturunan pedagang Moor, Arab, dan Persia yang menetap di Arakan pada abad ke-9 dan ke-15 Masehi.  [15:  Haradhan Kumar Mohajan, “History of Rakhine State and The Origin of The Rohingya Muslims”, dalam IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 2, No. 1, July 2018, pp. 19-46, hlm. 26] 

Arakan adalah kerajaan yang berdaulat hingga tahun 1784. Arakan sekarang telah menjadi salah satu negara bagian Myanmar. Tepatnya di Negara Bagian Rakhine yang terdiri dari jalur pegunungan sempit di sepanjang pantai timur Teluk Benggala dari Sungai Naaf ke Cape Negaris, dan membentang ke utara hingga selatan mendekati Bangladesh di barat laut. Sungai Naaf memisahkan Rakhine dari Chittagong, Bangladesh. Pegunungan Rakhine Yoma yang tingginya sekitar 2.000 meter menjadi pembatas alam antara Negara Bagian Rakhine dan bagian lain negeri Myanmar. Garis pantai sepanjang 360 mil di barat membuat Arakan mudah dijangkau melalui laut. Total wilayah Arakan selama masa Inggris adalah sekitar 20.000 mil persegi, kecuali Distrik Bukit-Bukit (5.235 mil persegi) dan bagian paling selatan Arakan yang telah dipisahkan. Pada akhirnya wilayah Arakan sekarang telah berkurang menjadi 14.200 mil persegi.[footnoteRef:16]  [16:  Ibid, hlm. 28] 

Pada abad ke-15 hingga ke-17, pemerintahan Muslim telah ada di Myanmar, tepatnya di Arakan dengan berbentuk kerajaan. Penguasaan Muslim ini sejak 1430-1638, terutama oleh kerajaan Arakan yang telah berlangsung selama beberapa abad dengan cakupan wilayah yang meluas hingga ke selatan Myanmar.[footnoteRef:17] Namun, pada tahun 1783, kerajaan Arakan ditaklukkan oleh Raja Burma yaitu Bodaw U Waing ke dalam Kekaisaran Burma. Setelah Arakan ditaklukkan, kerajaan ini dihapuskan, dan orang Arakan disiksa (dijadikan budak). Alasan kekaisaran Burma melakukan ini ialah untuk kepentingan membawa reformasi Budha kepada para bhiksu di Arakan. Dengan demikian Burma ingin memulihkan dan membangun kembali reruntuhan kuil dan biara di Arakan. Akibatnya sekitar 50.000 penduduk Rakhine melarikan diri ke Bengal yang pada waktu itu telah diduduki oleh Inggris.[footnoteRef:18]  [17:  Mudji Hartono, Danar Widiyanta, dan Ririn Darini, “Islam Menghadapi Junta Militer di Myanmar”, dalam Mozaik Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol 10, No 1 (2019), hlm. 4]  [18:  Khin Maung Saw, Islamization of Burma through Chittagonian Bengalis as “Rohingya Refugees”, Myanmar: Network Myanmar, 2011, (https://www.burmalibrary.org/sites/burmalibrary.org/files/obl/docs21/Khin-Maung-Saw-NM-2011-09-Islamanisation_of_Burma_through_Chittagonian_Bengalis-en.pdf) Diakses Pada 19 Desember 2020. ] 

1. Muslim Rohingya dan Asalnya
Myanmar memiliki delapan kelompok utama Muslim dan Muslim Rohingya yaitu kelompok terbesar yang bertempat tinggal di Rakhine. Sebutan untuk orang Myanmar yang Islam yaitu Zerbade. Sedangkan suku Zerbade adalah keturunan perkawinan campuran terutama dari ayah Muslim dan ibu Burma. Sementara itu, orang Rohingya berbicara dalam bahasa Rohingya atau Ruaingga yang mirip dengan bahasa Chittagonian-nya Bangladesh. Bahasa ini jelas berbeda dengan bahasa yang digunakan di wilayah lain, bahkan diseluruh wilayah Myanmar. Rohingya memiliki penampilan fisik yang sama dengan Chittagonian. Hampir keseluruhan orang Rohingya tidak memiliki izin pergi kemanampun tanpa adanya izin dari pemerintahan Myanmar. Burma kemudian dipisahkan dari British India dan menjadi koloni sendiri pada 1937.[footnoteRef:19] [19:  Haradhan Kumar Mohajan, op.cit., hlm. 30] 

Kelompok imigran utama yang di kawasan Asia Tenggara pada umumnya ialah dari Cina dan India. Kemudian terjadi imigrasi berskala besar dari India dan Cina ke Asia Tenggara ialah pada paruh kedua abad ke-19 dalam banyak kasus.[footnoteRef:20] Sejarawan Burma berpendapat bahwa Rohingya adalah Muslim Bengali (India), bahwa Rohingya bermigrasi ke Rakhine di Myanmar dari Bengal selama dan setelah masa kolonial Inggris. Jumlah populasi Muslim di Myanmar meningkat pada masa kolonial Inggris ini, karena telah banyak Muslim dari India bermigrasi ke Myanmar. Tujuan imigran ini datang untuk mencari pekerjaan demi penghidupan yang baru di Myanmar waktu itu.[footnoteRef:21] Sebagian besar pengikut Islam dan Hindu di Burma saat ini adalah keturunan imigran dari India dan Bangladesh yang dibawa ke Burma oleh Inggris pada masa kolonial untuk bekerja sebagai buruh, pemberi pinjaman uang, atau pegawai negeri tingkat rendah.[footnoteRef:22]  [20:  Milton Osborne, Southeast Asia, An Illustrated Introductory History, Sydney: George Allen & Unwin Australia Pty Ltd, 1985, hlm. 100]  [21:  Mudji Hartono, Danar Widiyanta, dan Ririn Darini, op.cit., hlm. 5]  [22:  Eric S. Casino, Burma and The Burmese; A Historical Perspective, Hawai’i: School of Hawaiian, Asian and Pacific Studies, University of Hawai’I, 1997, hlm. 62] 

Kekerasan Negara terhadap Islam; Diskriminasi Muslim Pattani (1932-1948) dan Muslim Rohingya (1966-1982) 
1. Thailand; Kebijakan Pemerintah dalam Memasukkan Budaya Budha dan Menghilangkan Identitas Islam-Melayu dalam Kehidupan Muslim Pattani 
Semenjak Muslim Pattani bergabung dalam negara Thailand, dan sebagai penduduk minoritas, Muslim Pattani tidak dapat menampilkan kebebasan berekspresi. Berbagai kebijakan pemerintah telah membatasi ekspresi dan hak Muslim Pattani dalam menjalankan tradisi dan ajaran agama Islam yang dianut oleh masyarakat.[footnoteRef:23] Mulanya, Pemerintah Thailand belum melakukan asimilasi terhadap kaum Muslim Pattani, dan Muslim Pattani ini terus mempertahankan identitas agama dan bahasa mereka secara terpisah. Tidak lama kemudian, para elit lokal secara bertahap mulai kehilangan posisinya dalam pemerintahan provinsi, karena mereka adalah penganut Budha yang berasal dari luar wilayah. Hal ini lah lambat laun menimbulkan keinginan pemerintah Thailand untuk mengupayakan integrasi terhadap kaum Muslim Pattani di Thailand selatan ke dalam budaya negara Thailand yang sejak awal menganut ajaran agama Budha sebagai agama nasional mereka. Pengintegrasian ini awalnya dalam langkah yang hati-hati kemudian menjadi pemaksaan ketika rezim nasionalis yang dipimpin oleh militer berkuasa di akhir tahun 1930-an. Pemerintah ini yang berusaha secara paksa untuk mengasimilasi populasi Muslim Pattani yang ada di Thailand. Kebencian publik pun semakin luas ketika pemerintah menghapus undang-undang lokal dan mendiskriminasi penggunaan bahasa Melayu Muslim Pattani.[footnoteRef:24]  [23:  Arismunandar, Afriantoni, dan Asmuni, op.cit., hlm. 68]  [24:  Magnus Andersson, “The Dynamics of Conflict in Southern Thailand”, dalam Asian Economic Paper, October 2014, hlm. 178] 

Pemerintah Thailand mengeluarkan kebijakan mengenai sistem pendidikan nasional pada tahun 1932 dengan tujuan untuk menyatukan semua kelompok etnis dan agama ke dalam satu bangsa (Thailand). Muslim Pattani kemudian menolak kebijakan ini karena beberapa alasan yaitu; kewajiban menggunakan bahasa Thai yang dianggap mengancam bahasa Melayu, tidak diberikan ruang untuk mempelajari agama Islam dalam bahasa Thai (karena Thai identik dengan ajaran Budha), Madrasah atau sekolah/pondok yang tidak teregistrasi dalam kementrian pendidikan (karena tidak mengikuti kurikulum pemerintah) sehingga lulusannya tidak memiliki peluang untuk menjadi pegawai pemerintah atau aparat negara, serta pemaksaan untuk mencintai budaya Thai dalam kehidupan sehari-hari yang identik dengan Budha.[footnoteRef:25] Tidak berhenti sampai disitu, pada 1938, Phibul Songhakran yang waktu itu menjabat sebagai perdana menteri, membuat kebijakan yakni menghapus hukum Islam dan menggantinya dengan hukum sipil, sehingga semua permasalahan hukum pada masyarakat Muslim Pattani harus diselesaikan dalam peradilan umum. Namun, oleh masyakarat Muslim pemerintah mengangkat seorang Dato’ Yuthithams (arbitrator) yang bertugas apabila ada kasus mengenai hukum keluarga Islam dan kewarisan Islam sebagai solusi dari kebijakan tersebut.[footnoteRef:26]  [25:  Ali Sodiqin, op.cit., hlm. 39]  [26:  Ibid, hlm. 42] 

Phibul Songhakran masih belum puas mengenai integrasi Muslim Pattani tersebut, sehingga ia mengambil kebijakan tegas untuk Muslim Pattani (golongan minoritas) pada tahun 1939, dengan melaksanakan program Dasar Kebudayaan Paksaan. Kebijakan ini menginginkan semua kebudayaan masyarakat minoritas harus diganti sesuai dengan kebudayaan Thailand, sehingga semua orang di Thailand, baik yang menyebut diri mereka bukan Thailand (seperti halnya Muslim Pattani) harus menjadi bangsa Thai. Pada tahun 1944, lembaga Jawatan Kadhi (lembaga dengan hakim Islam dan sesuai syai’at hukum Islam) dihapuskan, sehingga masalah yang berkaitan dengan perkawinan, harta pusaka akan diurus berdasarkan undang-undang sipil, bukan menggunakan undang-undang hukum Islam. Kebijakan ini menjadi puncaknya kegeraman Muslim Pattani terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang selalu mendiskriminasi keberadaan Muslim Pattani.[footnoteRef:27] Akibatnya, kebijakan ini mendapatkan protes keras dari kelompok Muslim Melayu, dan oleh Haji Sulong Abdul Qadir (tokoh terkemuka masyarakat Pattani) pada tahun 1948 yang mengajukan tujuh tuntutan untuk pemerintah berkenaan dengan otonomi bagi Muslim Pattani.[footnoteRef:28] Selanjutnya telah terjadi berbagai gerakan untuk mendapatkan hak Muslim Melayu dari diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Thailand.  [27:  Arki Auliahadi, op.cit., hlm. 6]  [28:  Ali Sodiqin, loc.cit. ] 

Muslim Pattani di Thailand juga mengidentifikasikan Budha Thailand sebagai kafir, dan mereka diibaratkan sebagai kebodohan dalam zaman modern. Oleh karena itu, menurut hukum Islam, mereka harus diperangi karena perbuatan mereka yang salah seperti adanya patung Budha, seekor monyet, lalu menindas dan melawan orang Melayu. Muslim Pattani ini juga mengidentifikasi hubungan pemerintah Thailand dengan Pattani sebagai hubungan antara yang menindas (penjajah) dan yang tertindas (terjajah). Sebab-sebab ini lah mereka tidak dapat diintegrasikan karena perbedaan prinsip yang sangat signifikan.[footnoteRef:29] Muslim Pattani yang bermukim di Thailand selatan memandang pengintergasian nasional sebagai proses disintegrasi budaya mereka sendiri, karena Budha Thai dan Islam Melayu termasuk ke dalam dua orientasi yang berbeda. Kaum Muslim Pattani tidak ingin diintegrasikan ke dalam negara Thailand, karena mereka tidak ingin kehilangan otonomi agama dan budaya mereka yang telah lekat dalam identitas Melayu dan agama Islam.[footnoteRef:30] [29:  Arismunandar, Afriantoni, dan Asmuni, op.cit., hlm. 67]  [30:  Imtiyaz Yusuf, “The Southern Thailand Conflict and The Muslim World”, dalam Journal of Muslim Minority Affairs, Vol. 27, No. 2, August 2007, hlm. 325] 


1. Myanmar; Rohingya Sebagai Bangsa Tanpa Kewarganegaraan
Rohingya menghadapi diskriminasi di Myanmar berdasarkan perbedaan etnis dan budaya agama. Etnis ini adalah salah satu kelompok yang dirugikan di negara bagian Myanmar, karena kebijakan negara yang keras dan konflik antar etnis, sehingga banyak orang Rohingya mencari upaya penyelamatan di negara tetangga.[footnoteRef:31] Agama Budha merupakan agama negara bagi negara Myanmar, dan diisi oleh rata-rata penduduk yang mayoritas Budha. Hal ini menyebabkan ajaran Budha mengakar kuat dalam berbagai sendi kehidupan di Myanmar. Selain itu, agama Islam juga mulai berkembang di Myanmar dan menimbulkan ketakutan oleh beberapa pihak. Banyak orang Burma memandang Rohingya sebagai ancaman bagi identitas Myanmar. Kaum nasionalis Budha yang ekstrim juga memiliki sikap diskriminatif terhadap mereka. Populasi Budha di Myanmar secara umum, termasuk para bhiksu, telah terlibat dalam aktivitas kekerasan terhadap komunitas Rohingya. Gerakan 696 (gerakan yang dipelopori oleh para bhiksu ekstrimis yang menyebarkan 6, 9, dan 6 ajaran dari Budha) yang dipimpin oleh bhiksu Wirathu semakin mempercepat kebencian terhadap Muslim Rohingya. Mereka menganggap Muslim Rohingnya sebagai ancaman terhadap identitas Myanmar dan kemurnian ras orang Myanmar, apalagi rata-rata orang Rohingya memiliki kulit gelap (mirip dengan India) dan selalu dianggap rendah oleh orang-orang Myanmar. Orang yang bukan beragama Budha sering dianggap sebagai orang Myanmar yang tidak ideal, sedangkan orang Burma ialah orang-orang sejati.[footnoteRef:32]  [31:  Mahanam Bhattacharjee Mithun, op.cit., hlm. 3]  [32:  Ibid, hlm. 10] 

Selama periode parlemen pada tahun 1950-an, nama “Rohingya” digunakan untuk menunjukkan identitas Rakhine. Istilah Rohingya pun telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah. Tercantum dalam surat yang ditulis pada 3 Mei 1963, tertulis bahwa presiden Organisasi Rohingya Bersatu Distrik Mayu telah mencatat sejarah mereka yang telah terwujud dalam sejarah Burna sebagai status etnis yang telah diakui oleh pemerintah.[footnoteRef:33] Pada masa pemerintahan militer yang dipimpin oleh Jenderal Angkatan Darat Burma, Ne Win, sekitar tahun 1966, Rohingya telah menghadapi penindasan yang parah. Pada 1978, dilakukan operasi sensus berskala luas (dikenal sebagai Nagamin/Raja Naga) yang dimaksudkan untuk membersihkan imigran gelap. Operasi yang brutal juga dilakukan oleh pemerintah dan menghancurkan masjid, sekolah, dan monumen Islam. Jenis kekerasan yang dihadapi Rohingya sejak saat itu ialah kebrutalan, pemerkosaan, kelaparan, penyiksaan, dan pembunuhan 50 orang Rohingya. Sejumlah tindakan keras yang telah dilakukan terhadap Rohingya di Rakine telah membuat lebih dari 1 juta orang melarikan diri ke negara tetangga seperti Bangladesh, Malaysia, Indonesia, India, dan negara-negara lain di Asia Tenggara.[footnoteRef:34]   [33:  Jacques P. Leider, “Rohingya: The Name, The Movement, The Quest for Identity”, Myanmar: Network Myanmar, 2014, hlm. 20. ]  [34:  Haradhan Kumar Mohajan, op.cit., hlm. 32] 

Presiden pertama Myanmar, Sao Shwe Thaike pada tahun 1958, menyatakan bahwa Muslim Rohingya (Arakan) termasuk dalam ras asli Burma. Namun, pada 1982, Undang-Undang Kewarganegaraan baru (yang terdiri dari 8 bab) telah membuat Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan. Dalam Undang-Undang hanya mengizinkan tiga kategori warga negara, yakni: kewarganegaraan penuh (warga yang tergabung dalam salah satu dari 135 ras nasional), kewarganegaraan asosiasi (warga yang permohonan kewarganegaraannya dibawah UU yang sebelumnya dalam proses menunggu saat UU baru disahkan), dan kewarganegaraan yang dinaturalisasi (diberikan kepada yang dapat memberikan bukti masuk dan tinggal dari sebelum kemerdekaan Burma pada 1948). Penolakan UU Kewarganegaraan ini dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan bahwa pemerintah bisa mengusir bangsa Rohingya dari tanah mereka. Bangsa Rohingya telah menderita, karena tidak dianggap dalam UU Kewarganegaraan 1982, tetapi juga perampasan sosial, yakni pelanggaran hak asasi manusia. Pada tahun 1991-1992, lebih dari 250 ribu orang Rohingya melarikan diri dari Myanmar, tiba di negara-negara tetangga, dan tinggal di kamp-kamp sementara yang sebagian dalam keadaan yang tidak layak.
Undang Undang Kewarganegaraan yang dikeluarkan pada 1982 telah mencabut kewarganegaraan Rohingya di Myanmar, dan mereka telah kehilangan perlindungan nasional. Kebijakan ini termasuk cara diskriminatif untuk mencabut kewarganegaraan Rohingnya. Miris bahwa Rohingya sudah sah tidak diakui sebagai salah satu dari 135 ras etnis yang ada di Myanmar. Akibat pencabutan kewarganegaraan ini, orang Rohingnya tidak bisa mengajukan identitas nasional, walaupun mereka memperoleh kartu identitas asing.[footnoteRef:35] Mengenai bepergian antar desa, harus mengajukan izin perjalanan dan membayar biaya, kemudian untuk menikah dalam komunitas Rohingya, mereka harus meminta izin dari pemerintah daerah serta membayar biaya yang tinggi. Akibat dari berbagai pembatasan pergerakan ini, banyak orang Rohingya pengangguran dan sebagian besar menderita masalah kekurangan gizi. Hal ini juga menjadikan bangsa Rohingya sebagai orang termiskin di negara termiskin di Asia Tenggara.[footnoteRef:36]  [35:  Ibid, hlm. 23]  [36:  Mahanam Bhattacharjee Mithun, op.cit., hlm. 16] 


D. Kesimpulan
Muslim Pattani dan Muslim Rohingya merupakan kelompok etnis yang mendapatkan perlakuan yang sama didalam negara mereka masing-masing, yaitu diskriminasi karena persoalan agama, karena hidup dalam lingkungan mayoritas beragama Budha (Thailand dan Myanmar). Muslim Pattani mengalami diskriminasi oleh pemerintah Thailand karena kebijakan pengintegrasian ke dalam negara yang berbeda prinsip dengan Muslim Pattani yang kental dengan identitas Islam-Melayu, sedangkan Thailand adalah negara yang berlandasaskan Budha. Hal ini tentu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh Muslim Pattani. Konflik-konflik kecil dari ketidaksesuaian ini menyebabkan masalah yang panjang dan tidak berkesudahan selama bertahun-tahun. Meskipun demikian, pemerintah Thailand tetap berusaha untuk mengintegrasikan Pattani ke dalam negara dengan kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasi. Pergerakan Muslim Pattani dalam melaksanakan ajaran Islam pun dibatasi oleh kebijakan-kebijakan ini, sehingga Muslim Pattani tidak mendapatkan otonomi dalam kebebasan dalam mengamalkan agama.
Hampir serupa dengan Muslim Rohingya yang berada di Myanmar. Pemerintah Myanmar bahkan mengeluarkan kebijakan UU Kewarganegaraan 1982 yang isinya menolak atau tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar, sehingga sampai saat ini, etnis Rohingya hidup tanpa kewarganegaraan dan mengalami kehidupan yang sangat sulit. Kebijakan ini sangat jelas telah mendiskriminasi etnis Rohingya yang telah hidup dan mendiami wilayah Arakan sejak berabad-abad yang lalu. Mereka menganggap Muslim Rohingnya (dan agama Islam) sebagai ancaman terhadap identitas Myanmar, apalagi rata-rata orang Rohingya memiliki kulit gelap (mirip dengan India) dan selalu dianggap rendah oleh orang-orang Myanmar.
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